
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN 

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/III/2021 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN PETUGAS PENGHUBUNG PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
PASURUAN 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN, 
 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14   
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 

untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi 

publik yang cepat, tepat, dan sederhana; 
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 

Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan 
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan; 

 
  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  

2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898); 
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

22 Tahun 2008; 
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 

tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 201); 
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 275);  
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan 

Nomor 2/HK.03.1/Kpt/3514/KPU-Kab/III/2021 Tentang 

Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pasuruan; 

 
Memperhatikan:  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia      

Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur  

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pasuruan Nomor 20/HK.03.1-BA/3514/KPU-

Kab/III/2021 tentang Penetapan Struktur, SOP, dan 
Petugas Penghubung PPID; 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 
 

 
jdih.kpu.go.id/jatim/pasuruan



Menetapkan  :   KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PASURUAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS 

PENGHUBUNG PENGELOLA INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN PASURUAN 

 

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. Dwi Widoyoko sebagai 
Petugas Penghubung dalam Struktur Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan. 
KEDUA : Petugas Penghubung memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kategori pelayanan informasi kepada 

publik; 
b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun 

sistem informasi; 

c.  Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang 
berkenan dengan masalah informasi publik kepada Biro 

Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pasuruan; 

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan 
pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pasuruan;  

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 

 

 
      Ditetapkan di   : Pasuruan 

              Pada Tanggal    : 16 Maret 2021 
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